SALINAN

BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 50 TAHUN 2020
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENOLAKAN/PEMBERIAN IZIN MELAKUKAN
KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah penyebaran dan
penularan COVID-19, Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah  Kabupaten Pati dilarang
melakukan kegiatan bepergian ke luar Daerah kecuali
mendapat izin dari Bupati atau Kepala Perangkat
Daerah/Kepala Unit Pelaksana Teknis yang diberi delegasi
kewenangan untuk memberikan izin;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan
kemudahan dalam penolakan/pemberian izin bepergian
ke luar Daerah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pati, perlu mengatur pendelegasian
wewenang penolakan/pemberian izin melakukan kegiatan
bepergian ke luar daerah pada masa pandemi COVID-19
bagi Aparatur Sipil Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Pati tentang Pendelegasian Wewenang
Penolakan/Pemberian Izin Melakukan Kegiatan Bepergian
Ke Luar Daerah pada Masa Pandemi COVID-19 Bagi
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang . . .



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati
Nomor 133);

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

7. Peraturan . . .



Menetapkan

7. Peraturan Bupati Pati Nomor 76 Tahun 2019 tentang
Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2019 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN
WEWENANG PENOLAKAN/PEMBERIAN IZIN MELAKUKAN
KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH PADA MASA
PANDEMI COVID-19 BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI.

Pasal 1
(1) Bupati berwenang menolak/memberi izin bepergian ke

Luar Daerah pada Masa Pandemi COVID-19 bagi Aparatur

Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

(2) Bupati mendelegasikan wewenang penolakan/pemberian
izin bepergian ke luar Daerah pada Masa Pandemi COVID-

19 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kepada para Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Pati sebagai berikut :

a. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, untuk
menolak/memberikan izin bepergian ke luar Daerah
bagi Pejabat Pengawas dan Pejabat Administrator;

b. Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Pelaksana
Teknis se Kabupaten Pati, untuk
menolak/memberikan izin bepergian ke luar Daerah
bagi Pelaksana, Pejabat Fungsional, dan Tenaga Non
PNS di lingkungan Perangkat Daerah dan Unit

Pelaksana Teknis masing-masing.

Pasal 2
Sekretaris Daerah Kabupaten Pati dan Kepala Perangkat
Daerah/Kepala Unit Pelaksana Teknis se Kabupaten Pati
dalam melaksanakan delegasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (2) bertanggung jawab dan melaporkan hasil
pelaksanaannya.

Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar . ..



Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 14 Juli 2020

BUPATI PATI,
ttd.

HARYANTO
Diundangkan di Pati
pada tanggal 14 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 50




